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' PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
| NOMOR 3¢ TAHUN 2018
- TENTANG

, PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
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Menimbang =~ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 3)
-+ - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang: ‘
 Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Umt;
, Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota

_ Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

' Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 32 ayat (2) Peraturanv

. Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organlsastl,

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan perlu menetapkan o
 Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organ1sa51, o

Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada
- Dinas Kesehatan Kota Balikpapan; . S

Mengingat N Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara chubhk .
' - Indonesia Tahun 1945; .

' 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan_

. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentanig

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembara.n )

' Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); 1

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14;

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesxa ‘

~ Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhn-

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang'

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 »

L S * tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk o

. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negaral =
T o Republik Indonesxa Nomor 5679), . :

Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia]
o Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran - Negara
‘ ',Repubhk Indonesw. Nomor 5887), v

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang -
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Menetapkan : PERATURAN WALI - KOTA TENTANG PEMBENTUKAN

T Dalam Peraturan Wah Kota ini, yang dunaksud dengan

1.
2.
3.

Wali Kota adalah Walikota Balikpapan. '
Dinas Kesehatan yang selanjutnya dlsebut Dmas adalah Dmas Kesehatan Kota

5 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 12 Tahun 2017 .

~ tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dmas
“dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Benta Negara Repubhk
" Indonesia Nomor 451); :

6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 20 16 |

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bahkpapan Tahun 2016 Nomor| 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Bahkpapan Nomor 26);

7. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan |

- Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Benta
Daerah Kota Bahkpapan Tahun 2016 Nomor 44), :

- ’MEMUTUSKAN:

- SUSUNAN ORGANISASI URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UN"IT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KOTA BALIKPAPAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kota Balikpapan.

Balikpapan. -
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bahkpapan
Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah‘

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

| masyaralmt dan’ “upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 1eb1h

: operasmnal da.n /atau keglatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah " o
- Dinas.

10,

mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan: |
: masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. :
Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur]
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis|
' penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu. ‘

UPTD Puskesmas adalah unsur yang melaksanakan sebaglan keglatan ‘teknis

UPTD Puskesmas Perawatan adalah unsur yang melaksanakan sebaglan

~ kegiatan teknis operasional dan/atau kcglatan tekms penun_]ang tertentu yang '

berada di bawah Dinas.

UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan adalah unsur yang -
o melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau keglatan tekms
o penunjang tertcntu yang berada di bawah Dinas. - .
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11. UPTD Laboratorlum Kesehatan Daerah adalah unsur yang - melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau keglatan tekms penunjang
tertentu yang berada di bawah Dinas.

12, Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana - Tekms Daerah pada D1nas ‘
Kesehatan Kota Balikpapan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang Jabatan fungsmnal yang

 tugasnya didasarkan pada keahhan dan/atau keterampxlan tertentu sesua1
kebutuhan Daerah. ' '

BABII
PEMBENTUKAN

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Wah Kota ini, pada Dinas dlbentuk

a. UPTD Puskesmas, yang terdiri atas:
1. Puskesmas Gunungsamarinda;
2. Puskesmas Muara Rapak;
3. Puskesmas Batu Ampar;
- 4. Puskesmas Graha Indah;
‘5. Puskesmas Karang Rejo; -
6. Puskesmas Sumber Rejo;
7. Puskesmas Karang Jati;
8. Puskesmas Gunungsari Ilir;
9. Puskesmas Gunungsari Ulu;
10. Puskesmas Gunungbahagia
~ 11. Puskesmas Prapatan; ‘
- 12, Puskesmas Telaga Sari;
~ 13. Puskesmas Damai; |
14. Puskesmas Baru llir;
' 15. Puskesmas Baru Tengah :
16. Puskesmas Marga Sari;
17. Puskesmas Margo Mulyo;
18. Puskesmas Teritip; .
- 19. Puskesmas Lamaru; dan
20. Puskesmas Manggar.
" b.UPTD Puskesmas Perawatan, yang terdm atas:
Puskesmas Perawatan Karang Joang;
Puskesmas Perawatan Mekar Sari; )
Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir;
.. Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
Puskesmas Perawatan Kariangau;
Puskesmas Perawatan Baru Ulu; dan
Puskesmas Perawatan Manggar Baru. :
c. UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan dan '
d.UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah. ' '
(2} UP’I‘D sebagaumana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPI‘D dengan k1a31ﬁka81
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(1) UPTD Puskesmas sebagan'nana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a d1p1mp1n :

| BAB III
- KEDUDUKAN

Pasal 3

oleh seorang Kepala yang secara administratif berta.nggung jawab kepada-

o Sekretaris dan secara teknis operasxonal berada di bawah dan bertanggung Jawab

(3)

. kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
2
b dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administratif bertanggung

UPTD Puskesmas Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf

jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan :
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas rnelalul Kepa.la Bldang Pelaya.nan :
Kesehatan. |
UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagmmana dxmaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara
administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasmr{al

o “berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melah_u Kepala

@

‘bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalux Kepala Bldang

)

2)
@
‘. ‘. (4)

- ®

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagmmana dlmaksud dalam Pasal|2
ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara admm1stratif

- ¢. Kelompok Jabatan Fungswnal

S Kelompok Jabatan Fungsmnal

- a. Kepala UPTD;
 b. Subbagian Tata Usaha; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Sumber Daya Kesehatan.

bertanggung jawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada d1 .
Pelayanan Kesehatan
BAB IV
| SUSUNAN ORGANISASI

 Pasal4
Susunan Orgamsa31 UPTD Puskesmas terdiri atas:

a. Kepala UPTD;
b. Subbagian Tata Usaha; dan

Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Perawatan terdm atas:
a. Kepala UPTD; :

b. Subbagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional. : B
Susunan Orgamsa51 UP'I‘D Instalas1 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan terd1r1
atas: ’ '
a. Kepala UP'I‘D

b. Subbaglan Tata Usaha, dan

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas S

Bagan Struktur UPTD sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat ‘

- {4) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampu'an 114 yang merupakan
) baglan txdak terplsahkan dan Peraturan Wali Kota ini.




BAB V _
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

, Baglan Kesatu |
- UPTD Puskesmas

Paragraf 1
Umum

Pasal 5 -

' UPTD Puskesmas sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertugas .
untuk melaksanakan sebaglan keglatan teknis operas1ona1 dan/ atau keglatan tekms -
Dinas di bidang pelayanan kesehatan

" Pasal 6

Dalam melaksanakan - tugasnya sebagaJmanav dlmaksud dalam Pasal 5 UPI‘D :

| Puskesmas menyclenggarakan fungsi:
‘a.

.~ - dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
b
C.
~ dalam bidang kesehatan; . Lo :
. penggerak masyarakat untuk mengldentlﬁkam dan menyelesalkan masalallh. .
kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama :
~dengan sektor lain terkait; v
. pelaksanaan pemngkatan kompeten31 sumber daya manu31a Puskesmas dan ‘
. kompetensi Tenaga Kesehatan; ' '
- pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan

- sama inter dan antar profesi;

~cakupan Pelayanan Kesehatan; v
. pelaksanaan koordinasi dan pembmaan tekms terhadap jaringan pelayanan dan »
~upaya kesehatan berbasis masyarakat dan fasﬂltas pelayanan kesehatan tmgkat f_

- pertama di wilayah kerjanya; - '

'} pelaksanaan tugas lamnya yang dlbenkan oleh plmpman / atasan sesual dengan B
= 'tugas dan fungs1 serta tanggung Jawab kewenangannya

pelaksanaan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat

pclaksanaan advokasi dan sosialisasi kebuakan kesehatan .
pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat

pembenan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk '

- dukungan terhadap 81stem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan
~ penyakit; ' : »

- penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehen31f ’
“berkesinambungan, bermutu yang mengutamakan upaya promouf dan prevennf
' penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga o
‘kelompok dan masyarakat yang mengutamakan keamanan dan keselamataﬁ

pasien, petugas dan pengunjung; - ‘ .
penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan prm31p koordmatlf dan ker]a

pelaksanaan rekam medis; :
pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaiua31 terhadap mutu akses dan

pelaksanaan pcnaplsan ru_]ukan scsua1 dengan mdxka31 medls dan S1stem
Ruyjukan; dan S ' '




B

o Kepala UPTD sebagmmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas untuk‘

a.

b.

1)

(2)

e pelaksanaan penatausahaan penerimaan UPTD; dan

- UPTD Puskesmas Perawatan sebégaimana dxmaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf bl
o bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis . operasxonal dan/ atau|
o keglatan tekms Dmas di bldang pelayanan kesehatan -

-dalam Pasal 5 dan Pasal 6;

‘dan fung51 serta tanggung Jawab kewenangannya

Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
‘a. penyusunan perencanaan dan kegiatan UPTD; : »
" b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan .

Paragraf 2
~ Kepala UPTD

Pasal 7
menyelenggarakan tugas dan fungsi UPT Puskesmas sebagalmana dnnaksud

mengoordmas1kan dan melakukan pengendahan 1nternal terhadap umt kexja di ~
bawahnya; dan :

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

" Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha L

' ' - Pasal8 '
Subbaglan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b

' bertugas untuk melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan ,’

program, keuangan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan kepegawalan,
dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah, '
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) Subbaglan '

serta kebersihan dan keamanan kantor;
c¢. melaksanakan ketatausahaan UPTD;
d. pelaksanaan koordinasi penyusunan Iaporan, i

f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesua1 dengan
tugas dan fung31 serta tanggung jawab kewenangannya. '

Subbaglan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayé.t (1) dlpxmpm oleh; -
- seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan '
C bertanggung Jawab kepada Kepala UPTD. S .

Baglan Kedua
-~ UPTD Puskesmas Perawatan

Paragraf 1
, Umum"

Pasal 9

- Pasal 10

»Dalam melaksanakan tugasnya sebagaxmana | d1maksud dalam Pasal 9 UP’I‘D -

' Puskesmas Perawatan menyelenggarakan fungsi:
- a.

~pelaksanaan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat |
dan analisis kebutuhan pelayanan yang dlperlukan, co = :
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pelaksanaan pelayanan rawat jalan dan rawat 1nap 24 Jarn sesuai. dengan

- ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas;

. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebuakan kesehatan

pelaksanaan komunikasi, 1nformas1, edukasi, dan pernberdayaan masyarakat
dalam b1dang kesehatan; S

. penggerak ‘masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah,

~ kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekexjasama | )
. dengan sektor lain terkait; B

: pelaksanaan pemngkatan kompetensi sumber daya manusia, Puskesmas dan |

~ kompetensi Tenaga Kesehatan;

p—
-

Kepala UPTD sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a bertugas untuk

a.

b,

s

bertugas untuk melakukan pengumpulan dan pcnyw.pa,n bahan perencanaan

- bawahnya; dan :
. - melaksanakan tugas lain yang dlbenkan oleh Kepala Dmas sesuai dengan tugas
- dan fungs1 serta tanggung jawab kewenangannya :

- pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;

pemberian rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat termasuk |
dukungan terhadap sistem kewaspadaan d1n1 dan respon penanggulangan

' penyakit; | - - - |
. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan  dasar  secara komprehensxf

berkesinambungan, bermutu yang mengutamakan upaya promotif dan preventlf

penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga
kelompok dan masyarakat yang mengutamakan ‘keamanan dan keselamatanv
‘pasien, petugas dan pengunjung; : N
vpenyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan pnn51p koord1nat1f dan kexja sama
inter dan antar profesi; :
_pelaksanaan rekam medis; : :
. pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu, akses dan
cakupan Pelayanan Kesehatan; SR »
:pelaksanaan koordinasi dan pembmaan tekrus terhadap jaringan pelayanan dan’
upaya kesehatan berbasis masyarakat dan fasilitas pe]ayanan kesehatan tmgkat -
‘pertama di wilayah kerjanya; :
. pelaksanaan penaplsan rujukan sesuai dengan indikasi medls dan Slstem

Rujukan; dan . :
pelaksanaan tugas lamnya yang dxbenkan oleh pimpinan/atasan sesuau dengam '
tugas dan fung31 serta tanggung jawab kewenangannya - :

) Paragraf 2 .
Kepala UPI‘D :

_ Pasal 11

menyelenggarakan tugas dan fungsi UPT Puskesmas Perawatan sebagalmana :
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10; -
mengoordmamkan dan melakukan pengendahan mternal terhadap umt kezja d1

. Paragraf 3 |
: Sﬁbbagian Tata Usaha o

o ' Pasal 12 ' ‘ '
Subbaglan Tata Usaha sebagalmana dimaksud dalam Pasa_l 4 ayat (2] huruf b
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5 program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan kepegawa:an,

@

- c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; ,
~ d. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
€. pelaksanaan penatausahaan penerimaan UPTD; dan -
. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh plmplnan /atasan sesua1 dengan

@

‘ | UPTD Instalasx Farma31 dan Perbekalan Kesehatan sebaga;mana dnnaksud dalam
~ Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan tekms_
- operasional dan/atau kegiatan teknis Dxnas di bidang sumber daya kesehatan '

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimanda dimaksud dalam Pasal 13, UPTD
Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: - "

- Puskesmas; -
’ kesehatan dan

-pelaksanaan tugas lainnya yang dlbenkan oleh plmpman/ atasan sesual dengan
o tugas dan fung31 serta tanggung jawab kcwenangannya . ‘

- pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPTD; |

- dan perbekalan kesehatan;
- pelaksanaan pengamatan terhadap mutu dan kasiat obat secara umum baik yang :

= pelaksanaan evaluasi pengelolaan obat perbekalan keschatan untuk seluruh :

dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana d1maksud pada ayat (1), Subbaglan |
Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: ‘

a. penyusunan perencanaan dan kegiatan UPTD;

b, pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, }perlengkapan dan peralatan v

_ serta kebersihan dan keamanan kantor;

- tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya. v o
Subbaglan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlpxmpm oleh '
seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung Jawab kepada Kepala UPTD.

o Baglan Ketiga »
UPTD Insta1a81 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Pasal 14

penyusunan rencana kerja UPTD;
penyelenggaraan kegiatan teknis maupun manajemen UPTD;

pelaksanaan anahsa kebutuhan obat perbekalan kesehatan untuk semua

pelaksanaan penerimaan, pcnylmpanan, pemehharaan dan pendlstr1bu81an obat 1

ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;

Puskesmas; v : : : :
pelaksanaan momtormg dan evalua31 ketersediaan Obat dan perbekalan
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Kepala UPTD sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a bertugas untu k:

a.

- b.'

: (’1)]

v Paragraf 2
Kepala UP’I‘D

Pasal 15

menyelenggarakan tugas dan fungsi UPT Instalasi Farmasi dan Perbekalan’ '
Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14; ’
mengoordinasikan dan melakukan pengendahan 1nterna1 terhadap umt ketja di
bawahnya; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesua1 dengan tugas
‘dan fungSI serta tanggung Jawab kewenangannya \

Paragraf 3 v
Subbagian Tata Usaha

’ : Pasal 16 ' )
Subbaglan Tata Usaha sebagmmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b

bertugas untuk melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaatn

o program, kcuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlcngkapan, kepegawman,

@

‘Tata Usaha menyelengarakan fungsi:
~b. pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;

~e. pelaksanaan penatausahaan penerimaan UPTD; dan

(3)

~ seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
o bertanggung Jawab kepada Kepala UPI‘D o .

v UP’I‘D Laboratonum Kesehatan Daerah sebagaimana duhaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

‘dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dlmaksud pada éyat ( 1), Subbaglan

a. penyusunan perencanaan dan kegiatan UPTD;
serta kebersihan dan keamanan kantor;

d. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan, :

f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan
tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya. :
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dlmaksud pada  ayat (1) dlplmpln oleh

Baglan Keempat
UPTD Laboratonum Kesehatan Daerah

Paragraf 1
: Umum o

: Pasal 17

huruf d bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis opcras1ona1

. dan/ atau keglatan teknis Dinas di b1dang pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UP’I‘D
- Laboratonum Kesehatan Daerah menyelenggarakan fung81 .
: a.

b

- Pasal 18

- penyusunan rencana kerja UPTD; »
~ pelaksanaan pelayanan pemeriksaan hematologl,
pelaksanaan pelayanan pemeriksaan k1m1a khmk




pelaksanaan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi;

pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kimia air;

‘pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kimia lingkungan (air hmbah),

- pelaksanaan pelayanan pemeriksaan biologi;

pelaksanaan pelayanan pemeriksaan fisika; .
_pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan laboratonum
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT;
pelaksanaan pengelolaan administrasi penenmaan UPTD;

pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan : :

. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh plmplnan/ atasan sesuai dengan
) tugas dan fungsz serta tanggung Jawab kewenangannya

E -"*Wf*-“'?‘@ oo

Paragraf 2 - ,,
Kepala UPTD

I | | ' Pasal 19 | .
L Kepala UPTD sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a bertugas untuk:

o a. menyelcnggarakan tugas dan fungsi UPT Laboratonum Kesehatan Daera.h
~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18; o
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian 1ntemal terhadap umt kexja di
- bawahnya; dan : : -

© c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
- dan fung31 serta tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 3
o Subbagian Tata Usaha

S ‘Pasal 20 '
(1) Subbaglan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf ib'
" bertugas untuk ‘melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan
- program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawalan,
dan kehumasan serta pengelolaan barang milik Daerah. - ‘
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), Subbaglan'
~ Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a.penyusunan perencanaan dan kegiatan UP’I‘D :
'b pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan
- serta kebersihan dan keamanan kantor; R
c. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
~ d. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan; -
- . e. pelaksanaan penatausahaan penerimaan UPTD; dan : o
f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh p1mp1nan/ atasan sesuai dengan '
o tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya. . . 1 o
N ) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1p1mp1n olehi
-~ seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya. berada d1 bawah dan
- 'bertanggung _]awab kepada Kepala UPTD. S S

e Ay ST T T e v_
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- -,: '(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) d1tentukan

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

I - Pasal 21 '
Kelompok Jabatan Fungsmnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c,

~ayat (2) huruf ¢, ayat (3) huruf ¢ dan ayat (4) huruf c mempunyai tuéas
melaksanakan sebagxan tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan kcahhan dan/atau
kcterampﬂan tertentu serta ber51fat mandiri. :

- - Pasal 22 : . ’
' (1) Kelompok Jabatan F‘ungsmnal sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 21 terdiri atas
“sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungswnal yang terbag1 dalam berbagal,
kelompok sesuai dengan bidangnya. .
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlplmpm oleh j
seorang tenaga fungsional semor sebagai ketua kelompok dan bertanggung Jawiab
kepada Kepala UPTD.

. ‘berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. :
' (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagmmana ‘dimaksud pada ayat ﬂl) :
' d1atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1

BAB VII
TATA KERJA

o ' Pasal 23
‘ (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UP’I‘D Kepala Subbaglan Tata :

- Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordmas'l,
1ntegra31, smkromsam dan simplifikasi baik dalam lingkungan masmg-masu{g |
' maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsmyla
. masing-masing. .
. {2)-Kepala UPTD wapb bertanggung jawab memimpin - dan mengoordma31kan o
‘ bawahannya masing-masing . serta memberikan bimbingan dan petunjuk baél
_pelaksanaan tugas bawahannya. | I

o (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhl petunJuk dan bertanggung jawab

pada atasannya masmg-masmg serta menyampalkan laporan berkala tepat_
» ‘waktu. S -
(4) Kepala Dmas sebaga1 Koordmator UPTD waJ1b melaksmﬂ;m pengawasan

: melekat : -

Pasal 24

o Apabﬂa Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala Subbag1an Tata Usaha- secara
- struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai dengan Daftar Urut-
Kepangkatan : : : :

| Pasal 25 o v
. Atas dasar pertlmbangan daya guna dan hasﬂ guna, masmg-masmg pejabat dalam _

“lingkungan UPTD dapat mendelegas1kan kewenangan—kewenangan tertentu kepada o

pejabat setmgkat dibawahnya.

1




o g AT TN, .

3 3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan struktural eselon IV b atau -

Kepala UP’I‘D dan Kepala Subbaglan Tata Usaha dlangkat dan dlberhentlkan sesuai
o dengan peraturan perundang-undangan.

, Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulaJ berlaku: ' :
“a. UPT Puskesmas dan UPT Puskesmas Perawatan yang melaksanakan sebaglan

BAB VIIT
ESELON

Pasal 26 ' - ‘
(1) Kepala UP’I‘D Puskesmas dan Kepala UPTD Puskesmas Perawatan merupakan ,

- pejabat fungsxonal tenaga kesehatan yang dlbenkan tugas tambahan sebagau
Kepala UPTD. ’

(2) Kepala UPTD Insta1a31 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan dan Kepala UPlTD

Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan Jabatan struktural eselon IV a atau |
_]abatan pengawas. '

Jabatan pengawas

. ' ' . - BABIX '
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABA’I‘AN
' - Pasal 27

BAB X _
- KETENTUAN PERALIHAN o
Pasal 28

- tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2009 :
- tentang Organ1sas1 Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat
- Keschatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarak?t
- Perawatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali

~ Kota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Ko{a

Nomor 46 Tahun 2009 tentang Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Umt K

. Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat

Kesehatan Masyarakat Perawatan, UPT Instalasi Farmasi dan Perbekalan

. Kesehatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam

Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tata Kerja da,n v
Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan i
Kota Balikpapan dan UPT Laboratorium dan Radiologi - yang melaksanakan

~ scbagian tugas Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5

Tahun 2010 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksan'a‘
Teknis Laboratorium dan Radiologi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, yang
terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Wali Kota
{ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung. _

- jawab kepada Dinas sampai dengan dilantiknya peJabat yang baru berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;

- b. pejabat UPT Puskesmas, UPT Puskesmas Perawatan UP’]‘ Instalam Farmas1 dan
Perbekalan Kesehatan dan UPT Laboratorium dan Radiologi yang mendudukl
Jabatan pada saat - berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap melaksanakan
tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan
dalam Peraturan Wali Kota i 1n1,
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B Pada saat Peraturan Wahkota ini mulai berlaku:
a. Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2009 tentang Orgamsam, UraJan ’I‘ugas dan

c. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2010 tentang Orgamsa&, Tata Kexja dan o
‘Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Radiologi Dinas Kesehatan o

dlcabut dan dxnyatakan tidak berlaku.

. Peraturan Wah Kota mx mula1 berlaku pada tanggal dlundangkan .

” Agar setiap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan Peraturan Wahkota .
(ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ballkpapan i '

C. pemberlakuan Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala UPTD Puskesmas Perawatan
merupakan pejabat fungswnal tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan
~sebagai Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mula1
berlaku setelah proses inpassing pejabat dimaksud selesai; dan

d. selama proses inpassing Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala UPTD Puskesmas
Perawatan belum selesai, maka kepada Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala UP’I‘D

_ Puskesmas Perawatan diberikan hak-hak administrasi kepegawauan dan keuang
setara dengan Kepala UPTD Kelas A lainnya. ' S

- BABXI :
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksan‘a 1
~ Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan (Berita Daerah Kota Bahkpapan
~Tahun 2009 Nomor 46 Seri D Nomor 46} sebagaimana telah diubah beberapa ka.h‘
- terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan ‘

Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2009 tentang Orgamsam,

: 2; " Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan |
' Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan (Benta Daerah

~ Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 9);

b, Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2009 tentang 0rgamsas: Tata Kerja dan’

L Ura1an Tugas Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan .

~ Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Bahkpapan Tahun 2009 Nomor 48 Seri D o

= Nomor 48); dan

- Kota Balikpapan (Benta Daerah Kota Ballkpapan Tahun 2010 Nomor 5), .-

 Pasal 30

| Ditetapkan di Balikpapah - :
pada tanggal 10 September 2018

' WALI KOTA BALIKPAPAN,
. td

M. RIZAL EFFENDI
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LAMPIRAN I S

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
'NOMOR 30 TAHUN 2018 '

TENTANG ’ :
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS <DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

. STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PERAWATAN

'KEPALA UPTD
. SUBBAGIAN
© TATA USAHA"
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL -
l {
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd
M. RIZAL EFFENDI

' Salinan sesuai dengan aslinya

5 . SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAG AN HUKUM

"NIP 196108061 90031004




LAMPIRAN II ' o
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN o
NOMOR 30 TAHUN 2018 '
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

' STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH -
INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN

KEPALA UPTD

'SUBBAGIAN |
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN.

FUNGSIONAL
i
o
WALI KOTA BALIKPAPAN, |
Cottd -

I o M. RIZAL EFFENDI
- .Salinan sesuai dengan aslinya ‘ ‘ o
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
~KEPALA BAGIAN HUKUM,
B R
' DAUD NRADE =
NIP 196108061990031004




LAMPIRAN I o L : .
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN L
NOMOR 30 TAHUN 2018 T
TENTANG
- PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
- URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ® UNIT
... PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
°_ DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

STRUKTUR ORGANISASI

UNIT  PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM |
' KESEHATAN DAERAH
KEPALA
. SUBBAGIAN -
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
: t
' WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

o : - M. RIZAL EFFENDI
v Sahnan sesuai dengan ashnya - o

L SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN =

KEPALA BA IAN HUKUM

NIP 19610806 v 90031004
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